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KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, %
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Bahwa dalam rangka penggunaan devisa negara setjara effisien
terutama sekali berhubung dengan keadaan keuangaxn negara de-
wasa 1ni, chususnja devisa negara, maka dipandang perlu untuk
mengeluarkan ketentuan-ketentuan tentang pemberisn uang rep-

"resentasi kepada Wakil Perdana Menteri, Menteri koordinator,

Menteri serta pedjabat-pedjabat Pemerintah Jjang cdikirim ke-
luar negeri, halk sebagal utusan Presiden maupun sebazai ang-
gota sesuatu delegasi jang mewakili Pemerimntah Republik In-
donesia} : )

1. Peraturan Presiden No.:13 tahun 1955
2. Keputusan-keputusan Menteri EKeuangan

ad e

a. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD ;
b. tanggal 7 M e i 1956 No. 91619/BSD ;
¢, tanggsl 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD ;
d. tanggel 30 Oktober 19538 No. 182480/BED ;

3. Keputusan Presidium Kabinet B.I, tanggal 14 Oktober 1964
No, Aa/D/118/1964 ;

MEMUTUSKAN

PERATURAN TENTANG PEMBERIAN UANG REPRENSENTASI KEPADA WAKIL
PERDANA MENTEEXI, MENTERI KOORDINATOR, MENTERI DAN PEDJABAT-
PEDJABAT PEMERINTAH JANG DITUGASKAR KELUAR NEGERI.

Pasal 1.

{1) Kepada Wakil Perdana Menteri, Menteri Koordinator, Men-
terl serts pedjabat-pedjabat Pemerintah jang ditugaskan
untuk pergi keluar negeri baik uniuk mewakili maupun se-
bagal utusan Presiden atau Pemerintah Republik Indonesia,
dapat diberikan wvang representasi sesuail dengsn sifat tu-
gasnja jang harus dilaksanakan,

(2) Djumlah uang representasi jang dimaksud dalam pasal 1
ajat (1) Feraturan ini, diatur dalam pasal 2 Peraturan
ini,.

-Pagal 2.
(1) Djulﬂlﬁh u&n&........-
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(1) Pjumlah wang representasi jang dapat diberikaws kepada pe-
djabat-pedjabat sepertl dimaksud dalam pasal 1 ajat {1)
Peraturan :inl adalah sebagal berikut :

a. untuk Wakil Perdana Menteri sedikit-dikitnja US$.1000,-
(seribu dollar US) untuk satu negara jang dikundjungi-
nja dan sebesar-besarnja US$.5.000,~ (lima ribu dollar
US) apabila mengundjungi leblh dari tiga negara.

b. untuk Menteri Koordinator sedikit-dikitnja US$.1.000,-
{(seribu dollar US) untuk satu negara jang dikundjungi-
nja dan sebesar-besarnja US$.3.000,- {tiga ribu dollar
US) apabila mengundjungi lebih dari tige negara.

¢. untuk Menteri sedikit-dikitnja US$.,1,000,- {seribu
dcllar US) untuk satu negara jang dikundjunginja dan
sebesar-besarnja US$.2.000,- (dua ribu dollar US)
apabila mengundjungi lebih dari dua negara.

d. untuk pedjabat Pemerintah lainnja sedikit-dikitnja
US$#,50¢0,~- {lima ratus dollar US) untuk satu negara
jang dikundjunginja dan sebesar-besarnja US$,1000,-
(seribu dollar US) apablla mengundjungili lebih dari
dua negara.

{2) Pemberian uang representasl kepada pedjabai-pedjabat se-
perti dimaksud dalam pasal 2 ajat (1) Peraturam ini, ha-
nja dapat dilakukan kepada mereka jang dalam melaksanakan
tugasnja diluar negerl menggunakan paspor diplomatik,

(3) Uang representasi sebagalmana dimaksud dalam pasal 2
ajat (1) Peraturan ini, diberikan dalam bentuk traveller's
cheques.,

Pasal 3.

(1) Barga lawan dalam mats uang rupiah bagi djumlah uang re-
presentasi seperti dimaksud dalam pasal 2 ajat (1)} Pera-
turan ini, dibebankan pada anggaran belandja Departemen
Urusan Anggaran Negara ¢.,4. Pirektorat Perdjalanan.

(2) Apabila pedjabat-pedjabat jang ditugaskan keluar negeri
seperti dimaksud dalam pasal 1 Peraturan ini adalah pe-~
djabat-pedjabat perusahaan negara, lembaga ataupun ing-
tansi Pemerintah lainuja jang memiliki valuta asing jang

tidak diwadjibkan......... :
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tidak diwadjibkan untuk digerahkan kepada Dana Devisa,
maka uang representasi seperti dimaksud dalam pasal 2
ajat (1) Peraturan ini harus dibajar dengan valuta asing
tersebut.

Pasal 4.

Dalam keadaan luar biasa dan pula mengingat sifat sesuatu tu-
gas Jang chusus dan jang langsung menjangknt kepentingan Ne-
gara, maka Presiden Republik Indonesia dapat menentukan lain
tentang djumlah serta tjara pemberian uang representasi se-
bagaimana ditentukan daiam pasal 2 Peraturan ini.

Pasal 5.

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggzal ditetapkan.

Plome ——

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 12 Djanuari 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
trd.
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Sa

lnan ;urat keputusan ini d¢isampaikan kepadea :

Para Wakil Perdana Mentery,

Para Menteri Koordimator,

Para Menteri,

Menteri/Sekretaris Negara, '
Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet Rolsy
Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong,
Dewan Pertimbangan Agung,

Pimpinar Badan Pemeriksa Keuangan,

Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,

Kepala DPirektorat Perdjalanan, Departemen Urusan Anggaran Negara,
Kepala Bire I Sekretariat Negara,

untuk diketahul dan wendapat perhatian,-
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